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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINS! JAMBI
NOMOR : 013/KEP.KABAN/BKD-1.1/2024
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, perlu disusun
Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim
Pembangunan Zona Integritas Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang
Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju  Wilayah Bebas dari Korupsi pada BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014;

. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (Z1)
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim
Pembangunan ZI di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3} Desember 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

“Pembina Utama Muda
NIP. 197109111998031004



Lampiran

Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Nomor : 013/KEP.KABAN/BKD-1.1/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan
efisien, sehingga dapatmelayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang pratek KKN, dan lemahnya Pengawasan Sejalan
dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama vyaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta
peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembagunan
Zona integritas, langkah-langkah yang periu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan
instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
(2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokusdan
akurat. Untuk itu perlu disusun pendoman pembagunan zona integritas pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan mengacu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014.

1.2. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang pendoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



diLingkungan Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1

. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM), dan

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman

pemahaman dan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Pengertian Umum Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1

. Zona Integritas (Zl) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinanya dan jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar manajemen
perubahan, penataan akuntabilitas kinerja;

. Menuju Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar
manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan

penguatan kualitas pelayanan publik;

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-

rendahnya eselon |l yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;

. Materi adalah Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

. Tim Penilai Internal (TPl) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam

rangka memperoleh predikatMenuju WBK / Menuju WBBM.

1.5 Tim Pembangunan Z| Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Tim Pembangunan Zona Integritas pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi yang ditunjuk merupakan tim kerja yang bertugas
mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berjalan secara efektif, terarah,
dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meghimpun dan

mempersiapkan dokumen yang menjadi evidence pada tahapan monitoring dan



evaluasi yang dilakukan pihak eksternal. Tim ini motor penggerak yang berperan
dalam mendorong dan memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
bersih, akuntabel, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada enam area perubahan
pembangunan Zona Integritas. Adapun personil dari Tim Z| dimaksud

sebagaimana terlampir.



BAB Il
RENCANA KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 PENCANANGAN PEMBANGAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembagunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan dari
pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona
Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh
pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen
Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai
CPNS, PNS, pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi
instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta
Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona
Integritas. Perencanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan secara terbuka dan
dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat
memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi

birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Program Pembagunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang
telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembagunan Zona Integritas difokuskan pada
penerapan program manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualtas
Pelayanan Publik yang bersifat Konkrit. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona
Integritas. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir. Anggota organisasi terlibat
dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Implementasi Pembagunan Zona
Integritas menuju WBK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terdiri dari komponen
pengungkit Manajemen Perubahan dengan Target Prioritas: Meningkatkan komitmen seluruh
jajaran pimpinan dan pegawai ini kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK:
Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK; Terjadinya perubahan pola
pikir dan budaya kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sesuai usulan
sebagai Zona Integritas menuju WBK; Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan
kemungkinan timbuinya resistensi terhadap perubahan.
2.2.1. Manajemen Perubahan

Dalam konteks Zona Integritas, manajemen perubahan dibangun untuk menciptakan
komitmen, pola pikir, dan budaya kerja pegawai yang berintegritas, profesional, serta
mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Kegiatan utama meliputi

pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja, pembangunan budaya kerja dan agen



perubahan, sosialisasi/internalisasi ZIl, serta monitoring dan evaluasi pembangunan Zona

Integritas.

Rencana kerja prioritas dalam area Manajemen Perubahan ini meliputi penguatan

komitmen pimpinan dan pegawai, implementasi budaya kerja berintegritas, peningkatan

kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan

Zona Integritas. Rencana Kerja pada Area Manajemen Perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Rencana Kerja Manajemen Perubahan

NO | RENCANA KERJA
1 | Penunjukan Tim
Kerja

2 | Penyusunan
Rencana Kerja

3 | Monitoring dan
Evaluasi

4 | Membangun
Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja

2.2.2. Penataan Tata Laksana

INDIKATOR WAKTU EVIDENCE / BUKTI |
|  KEBERHASILAN PELAKSANAAN | DUKUNG |
Terbentuknya Tim Kerja | Januari SK Tim Kerja dan |
Pembangunan ZI yang Nota Dinas
dipilih melalui Pengajuan  Usulan

prosedur/mekanisme Nama Tim Kerja
yang jelas
Tersusunnya Rencana | Februari - Dokumen Rencana
Kerja yang memuat Kerja ZI
target:targgt pr_ioritas <Sereanshost
dan dipublikasikan Srsialisasi
untuk.untuk : Dokumen Rencana
menginformasikan Kerja di Website
pembangunan Z|
kepada internal dan
| stakeholder _ - I
Memastikan kegiatan Juni dan | - Laporan monev
terlaksana sesuai Desember yang
dengan rencana kerja menggambarkan
yang telah ditetapkan realisasi rencana
kerja dan catatan-
catatan/rekomenda
si untuk perbaikan |
- Dokumen  Rapat |
Monev '
- Daftar
rekomendasi yang
pea— | telah ditindaklanjuti
Pimpinan berperan Maret - Dokumentasi
sebagai roll model, | pengarahan/amana
terbentuknya agen t dari pimpinan
perubahan dan adanya ) -
keterlibatan seluruh ggrzghg?‘en
anggota organisasi
| dalam pembangunan Z! - Daftar hadir rapat
yang melibatkan
seluruh anggota

| organisa

Penataan Tata Laksana dibangun untuk mewujudkan sistem, proses kerja, dan tata

kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital, yang kegiatan

utamanya meliputi penyusunan SOP, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan,



serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Tata Laksana meliputi penyempurnaan
SOP, penguatan layanan berbasis elektronik, integrasi sistem kerja, dan peningkatan
efektivitas tata laksana organisasi. Rencana kerja prioritas pada area Penataan Tata Laksana
dapat di lihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rencana Kerja Penataan Tata Laksana

INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
; e [ REE:A'\E KE_R‘JA_ ~ KEBERHASILAN | PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG
1 | Penyusunan Adanya pedoman dan Februari Dokumen SOP
SOP/Reviu SOP panduan pelaksanaan
tugas pelayanan yang
! | efektiv, konsistensi, dan
| berkualitas. I
| 2 | Implementasi SPBE Adanya pedoman dan Januari- Screenshoot
panduan pelaksanaan Desember daftar layanan

.

tugas pelayanan yang
efektiv, konsistensi, dan

pemerintahan
berbasis

berkualitas. elektronik yang
terintegrasi.
Peta Proses

| Bisnis

Meningkatnya efektifitas | Januari
pelayanan

3| Penyederhanaan
| Proses Bisnis

2.2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dibangun untuk mewujudkan pengelolaan
SDM aparatur yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Kegiatan utama
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur meliputi pengembangan kompetensi pegawai,
evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, penegakan kode etik, serta pengelolaan kinerja ASN.

Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
meliputi peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, penguatan sistem merit, pengembangan
kompetensi ASN, serta optimalisasi evaluasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Rencana kerja

prioritas pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dapat di lihat pada Tabel 2.3.

Tabet 2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

| INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
: NO . RENCANAIKERIA | KEBERHASILAN | PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG |
| 1| Pembinaan disiplin | Meningkatnya Triwulan Il | - Dokumentasi
ASN Internal) kepatuhan terhadap pembinaan
aturan kerja serta -Edaran aturan
menurunnya disiplin
pelangg_alran disiplin | _Laporan lanjut
pegawal. pelanggaran
| disipling |
2 | Pengembangan Tersusunnya Rencana ‘ Triwulan Il - Dokumen |
| kompetensi Kebutuhan Diklat dan Analisis
pegawai (internal) Meningkatnya | Kebutuhan Diklat
kompetensi ASN | _ Sertifikat
|

mengikuti diklat |




- Nota Dinas

laporan atas |
Peningkatan '
Kinerja bagi |

Pegawai yang |
telah  mengikuti |

= | diklat.
3 | Evaluasi Kinerja Meningkatnya kinerja Januari - - Dokumen PK;
Pegawai (internal) Pegawai | Desember ' _ Screenshoot

Penilaian SKP di
apk e-kinerja;

- Daftar / Laporan
Pembayaran TPP
(Reward)

2.2.4. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas dibangun untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang
terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kegiatan utama Penguatan Akuntabilitas meliputi
penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP), serta monitering dan pelaporan capaian kinerja.

Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Akuntabilitas ini meliputi peningkatan
kualitas perencanaan kinerja, penguatan pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan
laporan kinerja yang berkualitas, serta peningkatan capaian kinerja organisasi. Rencana kerja

prioritas pada area Penguatan Akuntabilitas dapat di lihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penguatan Akuntabilitas

Al 7 INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /
_ — | RENCAN% RIS | KEBERHASILAN PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG
1 | Penyusunan Perjanjian | Meningkatnya komitmen | Januari Dokumen PK
Kinerja (PK) pencapaian target
| kinerja. ]
2 | Monitoring dan | Terukurnya Triwulan [, II, Ill, | Dokumen
Evaluasi Kinerja capaian/realisasi Kinerja | dan [V Laporan Monev
. . | Organisasi _ -
3 | Evaluasi Kinerja Meningkatnya kualitas, Triwulan | LKjIP Tahun
Pegawai (internal) ketepatan waktu, dan Sebelumnya
kesesuaian penyajian
laporan kinerja sesuai

| ketentuan

2.2.5. Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan dibangun untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Kegiatan utama Penguatan Pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi,
pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, penerapan

pengendalian intern, serta tindak lanjut hasil pengawasan.



Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Pengawasan ini meliputi penguatan

pengendalian gratifikasi, optimalisasi sosialisasi

pengelolaan pengaduan masyarakat,
benturan kepentingan, peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta percepatan tindak
lanjut hasil pengawasan. Rencana kerja prioritas pada area Penguatan Pengawasan dapat di

lihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Penguatan Pengawasan

| INDIKATOR WAKTU | EVIDENCE / BUKTI
(NO| RENCANAKERJA | (FBERHASILAN | PELAKSANAAN | DUKUNG |

1 | Pengendalian Menurunnya potensi Triwilan | dan HlI | Laporan Hasil |

Gratifikasi penerimaan gratifikasi | Pengendalian
‘ yang melanggar Gratifikasi ‘
— - _ ketentuan. [

2 | Pengelolaan Meningkatnya Triwulan |, il, ll, | Rekap Pengaduan
Pengaduan responsivitas dan | dan IV Masyarakat, dan
Masyarakat penyelesaian ' Rekap Penyelesaian

l ; pengaduan secara Tindak Lanjut
[ akuntabel. | Pengaduan _‘
3 | Sosialisasi Benturan | Meningkatnya | Triwulan | | Laporan sosialisasi

Kepentingan
(internal)

pemahaman dan
kepatuhan pegawai
terhadap pencegahan
benturan kepentingan |

benturan kepentingan
{melampirkan
undangan, daftar
hadir, dokumentasi).

2.2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubiik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibangun untuk mewujudkan pelayanan yang

cepat, mudah, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan
utama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi penyusunan standar pelayanan,
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengembangan inovasi pelayanan publik,
digitalisasi layanan, serta pengelolaan dan evaluasi pelayanan.

Rencana kerja prioritas dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini meliputi
penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat, pengembangan
inovasi layanan, perluasan

layanan berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan

aksesibilitas pelayanan publik. Rencana kerja prioritas pada area Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dapat di lihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO ‘ RENCANA KERJA

1 | Penyusunan Standar

|
| ‘ Pelayanan

2 Survei Ké{Juasan _
Masyarakat

3 | Inovasi Pelayanan
| Publik

INDIKATOR WAKTU EVIDENCE /

_ KEBERHASILAN PELAKSANAAN | BUKTI DUKUNG |
Meningkatnya kualitas, Triwulan | SK tentang
kepastian, dan Standar
kesesuaian pelayanan Pelayanan
dengan standar yang
ditetapkan.

Meningkatnya nifai Triwulan il Laporan hasil
kepuasan masyarakat SKM, kuesioner,
terhadap pelayanan. | rekapitulasi nilai |
Meningkatnya Triwulan I Dokumen inovasi,
efektivitas, kemudahan, | SK/inovasi




| dan ke?uasan terhadap
‘ pelayanan publik

' layanan,
dokumentasi
implementasi,
| dan laporan hasil
inovasi pelayanan
| publik.

Meningkatnya

‘ kecepatan, kemudahan,

| dan efektivitas
pelayanan berbasis

| : | digital.

‘_ ‘ Digit?isasi_Léyaﬁan

Triwulan |

Screenshoot
Aplikasi/sistem
layanan



BAB IV

PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang ditunjuk sebagai salah satu
unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan
korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas menuju WBK.
diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai
ikm di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dilakukan secara kontinu dan
komprehensif. program kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan
didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan
strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju wbk diharapkan
secara bertahap dapat diubah, sehingga semakin mempengaruhi kepada zero

tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Jambi,?{ Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
INSI JAMBI




no

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

KEGIATAN/ RENCANA AKSI

Target

Penanggung Jawab/PIC

Jadwal Pelaksanaan

Jan | feb | marct| aprit mel | juni | Jjali agustus | september | oktober | november | desember

AREA PERUBAHAN 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN

A. Pembentukan tim Herja ZI

i I

Penyusunen Tilm Kerjs

1. a Unit kerja telah membentuk | SK Tim Pembangunan Zona Sekretariat/UMPEG/ Egi P
tim untuk melakukan Integritas 3
pembangunan Zona
- s - o _Integritas e e = ¥
b Penientuen anggota Tim Nota Pinas usulan Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
dipilih melalui Penunjuken Anggota Tim "
prosedur/mekanisme yang Pembangunan Zona Integritas | |
i=laa | HE 1
- | 4, Rencans Pembangunan Zona Integritas . — T [
a Terdapat dokumen rercana | Dokumen Rencana Kerja Tim ZL / Ely M, Aryanti & | |
kerja pembangunan Zona Pembangunan Zona Integritas |Tim (JF Analis SDM)
Integritas menuju v |
WBX/WBEM
b Dalam dokumen Dokumen Renstra Sekoetariat / Perencenaan
pembangunan terdapat target / Alabri
target prnioritas yang relevan 4 v v ¥ v v > v
dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
€ Terdapal mekanisme atau Screenshoot Sosialisasi Tim ZI / Ely M, Aryanii & |
media untuk Dokumen Rencana Kerja di Tim {JF Analis SDM) |
mensosialisasikan Website v
pembangunan WBK/WBBM
|
i Pemantausn dan Evuluasl Pembangunen WBK/WHBM | B [
a |Seluruh kegiatan Laporan Realisasi Rencana Tim Z1 / Ely M, Aryanti &
| pembangunan sudah Kerje Pembangunan Zona Tim [JF Analis SDM) ‘ » |
‘dilaksanakan sesuai dengan |Integritas
Encany —
h Terdapat monitoring dan Dokumentasi Rapat Monev Tim ZI / Ely M, Aryanli &
evaluasl terhadap Pembangunan Zona Integritas |Tim (JF Analis SDM) | v v
pembangunan Zona
Integritas
[ Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Perbaikan Tim 2I / Ely M, Aryanti &
Evaluasi telah ditindaklanjuti | berdasarkan rekomendasi Tim {F Analis SDM)
Rapat Monev Pembangunan | Y :
Zona lntegritas
L iv. _Mblb_ln_?_oill 2!.1[.[: dan budeya kerja _— . | i _
a Pimplnan berperan sebagai | Dokumentasi Pimpinan Sekretariat/UMPEG/ Egi P
role mode) dalam memberikan arahan
pelaksanaan Pembangunan |Pembangunan Zona Integricas v
WBK/WBBM [dokumentasi apel)
1 b Sudah ditetapkan agen Sk Tim Agen Perubahan Seckrerariat/ UMPEG/ Egi P 4
[ria fahian e S
¢ Telah dibangun budaya kerja Pamplet, banner, moto terkait | Sekreianat/UMPEG/ Egl P
dan pola pikir di lingkungan budaya kerja di lingkungan v
L QrgAanISAS \keria | o .I S 1




d Anggota organisas| terllbat  |Daftar Hadir Rapat (yg Tim 21 j-El:; M, Aryanti &

dalam pembangunan Zona mellbatkan semua staf) ‘Tim (JF Analis SDM)
Integritas menuju Penyusunan Rencana Kerja
WBK /WBBM Pembangunan Zona [ntegritas

AREA PERUBAHAN 2 : PENATAAN TATALAKSANA

A, Prosedur Operasional Btandar [SOP} [ | £
i. Prosedur Op tonal Tetap (SOP] Keglatan Utama B |
a SOP mengacu pada peta Dokumen SOP Sekretariat/UMPEG/ Egi P
proses bisnis (nstansi —
h Prosedur operasicnal tetap Inovasi dari penerapan SOP Sckretariat/UMPEG/ Egi P
(SOP) telah diterapkan
o Prosedur operasional tetap Notulen rapat evaluasi dari Sekretanat/UMPEG/ Egi P
{30P) \elah dievaluasi penerapan S0P |
| ! 1
B. E-Government dan Digitalisasi Laynnen ] I
1i. Siatem Pemerintahan Berbasis Elektronlk {(SPBE} 1 — |
a ]Siau:m pengukuran kinerja  |Pengukuran Kinerja | Sekretarial / Perencanaan
unit sudah menggunakan menggunakan Sistemn / Ahabri
wknologi informasi Informasi (Screenshoot e-
= SAKTP A r.PAKETY |
b. Operasionalisasi manajemen |Manajemen SDM sudah Sckretariat/UMPEG/ Egi P
SDM sudah menggunakan menggunakan S| (screenshot
teknologl informasi layanan digital cuti, panghkat,
1 IR}
G ' Pemberian pelayanan kepada Fr:l'urmas:‘ Layenan Digital Tu'n ZI / Sholikul Huda

publik sudah menggunakan |(Screenshool Website BRD)
wcknalogi informasi

d ‘Telah dilakukan monitoring |Laporan Evaluasi Tim ZI / Sholikul Huda
dan dan evaluas terhadap pemanfaatan Sistem [nformasi
pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan
|kcpada publik

C. Keterbuksan Informasi Publik

1il, Keterbukaan Informasi Publik

a |l\'cblja.lr.a.n tentang Kehijakan Kl (SK PPID) ISC}(.I‘CI.BH.B[,’UMPEG," Egi P
|keterbukaan informas! pubiik

1IL1:I.uJ| ditergoRan A
h Telah dilakukan menltoring  |Dokumen Rapal Eveluasi Selaetariat/UMPEG/ Egi P
dan eveluasi pelaksanaan Penyelenggaran KI
kebljakan keterbukaan
informasi pubiik

AREA PERUBAHAN 3 : PENATAAN BISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

FENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR [

i

1. Perencanaan Kebutnhan Pegawal sesunl dengan Kebntnhan CGrganisasi

a Kebuluhan pegawai yang Dokumen ANJAB/ABK Sekrerarial/ UMPEG/ Egi P
disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-

masing ighoton

b Penempatan pegawai hasil Peta Jahatan yang Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
rekruimen murni Mengacy menggambarkan Berzeting
kepada kebutuhen pegawai  (dan Kebutuhan berdasarkan
vang telah disusun per ANJAB/ABK

iaharan




i,

Pola Mutasi Internal

Telah dilakukan monitoring
dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai
relrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja
unit kerja

Nota Dines lapona.ﬁ Evaliasi
Pengisian Peta Jabatan
{Penempaian Pegawai|

Sekretariat/Subbid Mutasi
/ Suharyanto

pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabaran dan mengikuti pola

mutasi yang telah ditetapkan

|Mutasi (Penempatan) Pegawai

Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap
kegialan mutasi yang telah
dilakukan dalem kaitannya
dengan perbaikan kinerja

Nota Dinas Laporan Hasil
Evaluasi atas Mutasi
(Penempatan| Pegawai yang
dilakukan

/ Suharyanto

'Sekretarial/ Subbid Mutast

/ Suharyanto

a Dalam melakukan SK / SPT Mutasi [Penempatan] | Sekretariat/Subbid Mutasi |
pengembangan Karier Pegawai / Suharyanto
pegawal, telah dilakukan
mutasi pcgawai anlar jabatan

B Dalam melakukan mutasi Nota Dinas Pertimbangan Sekretariat/ Subbid Mutasi

Pengembangen Pegawal Berhaais Kompetena

a

Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi

Dokumen Rencana Kebutuhan
Diklat (Peningkatan
Kompetensi) bagi Pegawai

Internal

Tim ZI[ / Linda J & Ari M

Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawal, telah
mempertimbangkan hasil
pengeloiaan kinerja pegawai

Dokumen AKD [Analisis
Kebutuhan Diklat] Pegawai
Internal yang memuatl
Pertimbangan Hasil
Pengelolaan Kinerja

|Tim Z1 / Linda J & Ari M

Tingkat kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan

Dokumen Standar Kompetensi
dan Laporan Kesenjangan
Kompetensi Kompetensi
dengan dengan Standar
Kompetensi

Tim ZI / Linda J & Ari M

d.

Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetenai

lainna

Surat / Pengumuman
Pemberitahuan kepada
Pegawai tentang peluang
mengikuti dikiat atau
pengembangan kompelensi

Tim ZI / Linda J & Ari M

Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetenasi,
unit kerja melalkukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai (seperti
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house
training, coaching, atau
mentoring)

Dokumen yang menunjukkan
adanya Kerjasama dengan
Lembaga diklat atau lembaga
pengembangan kempetensi

Tim Z1 / Linda J & Ari M




f Telah dilakukan monltoring |
dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja

Nota Dinas laporan atas
Peningkatan Kinerja bagi
Pegawni yang telah mengikuti
diklal

Tim 21 / Linda J & Ari M

iv.

Penetapan Kineria Individa

a Terdapat pcnetnpan_aner_ia
individu yang terkail dengan
perjanjian kinerja organisagi

Dokumen SKF secara
berjenjang

Schretariat / Perencanaan
/ Altabri

level dinrasnya

b Ukuran kinerja individu telah
memiliki keésesuaian dengan
indikator kinerja individu

Dokumen SKP seccam
berjenjang

Sekretariat / Perencanaan
/ Altabrl

c Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik

Screenshool Penilaian SKP di
apk e-kinerja

Sekreraniat / Perencanaan
J Altabri

N

rrward

d. Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan
dasar untiuk pemberian

Daflar / Laporan Pembayaran
TPP (Reward)

Sekretarat / Keuangan /
Melvi

Penegakan Atu.un_l:‘)'hiplinl Kode Etik/Kode

Perilaku Pegawai

ilkn

a Aturan diaiplin /kode
etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementas

Laporan Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku

Tim 21/ M Sadam

.Vi-.

_|Sistem [nformasl Kepegawalan

unit kerja telah

herkala

a Data informasi kepegawaian

dimutakhirkan secara

Screenshoot Login Lndividu
Pegawai untuk mengakaes
informasi pemutakhiran data
nva

Tim Z1 / Sholikul Huda

AREA FERUBAHAN 4 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AFARATUR

1V,
A, PENGUATAN AKUNTAEILITAS [ |
i Keterlibatan Pimpinen x
a. Unlt kerja telah melibatkan |Dokumentasi Keterlibatan Sekretariat / Perencanaan
pimpinan secars langsung Pimpinan dalam Rapat { Alwabri
| pada saat penyusunan Penyusunan Dekumen

VT AT AT T _ Prrenranaan 1
b Unil kerjé telah melibatkan | Dokumen Perencanaan ‘Sekretariat / Perencanaan
secara langsung pirmpinan ditandalangani Fimpinan / Altabri
saal penyusunan penctapan
kinerja
c Pimpinan memantau Bukti disposisi pimpinan di Sekretariat / Perencanasn

pencapaian kinetja secara atas Laporan Evaluasi Kinerja |/ Altabri

berkaly =
hi. Pengelolaan Akuatabilitas Kinerjn
| a Dokumen perencanaan Dokumen Perencanaan Sekretariat / Perencanaan

kinerja sudah ada {RENSTRA, RENJA, RKA, DPA) |/ Ahabri

b, Perencanaan kinerja telah Dokumen PK Sekretariat / Perencanaan
berorientasi hasil / Altabri
< Terdapal penerapan indikaror | SK Penetapan TKU Sekretariat / Perencanasan
Kinerja Utama (IKU) / Altabri
o Indtkator kinerja 1elah telah | Cascading Kinerja | Sekrerariat / Perencangaan
memenuhi kriteria SMART / Altabri
r Laporan kinerja telah Laporan Kinerja [LI(jIP]n_ ) Sekretariat / Perencanaan
. ___ U disusun tepat waktu |4 Alrabri
I Lapcran laneria telah Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat / Perencanaen

memberikan informasi / Almabri
tentang kineria




_linformasi kinerin

Terdapat sistem
informasi/ mekanisme

Screenshoot Upload Laporan
Kinerja (LKjIP) di website

Selcrerariat [/ Perencanaan
/ Altabri

Unit kerja telah berupaya
meningkatkan kapasitas

SDM yang menangangi
akuntahilitas kinera

Sertifikal Bimiek SAKIP

Sekrewariat / Perencanaan
/ Altabni

V. |AREA PERUBAHAN 5 : PENGUATAN PENGAWASAN
|A. PENGUATAN PENGAWASAN]

1.

Pengendalian Gratiflkasi

Telah dilakukan public
CRIMpAaign temang

Banner dan / Spanduk Anti
Pemberian Gratibkasi

Sekretarial/UMPEG/ Egi P

pengendallan eratifikasi
Pengendalian gratifikasi telah

Laperan Penerimaan

diimnlementasika | Cratillknsi

iSekrelaﬁar,n’UMPEG,l Egi P

= Fenerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {SPIP)

Telah dibangun lingkungan

Dokumen Rapat Evaluasi

'.Scl»crctan'al / Perencanaan
l/ Altahri

oengendalian

Telah diliakukan penilaian
rislko atas pelaksanaan
kehiinkan

Register Resiko

|Selgetariat / Perencanaan
|/ Aliabri

Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang
telah diidentifikisl

Nota Dlnas atas pengendalian
resiko

Sekretariat / Perencanaan
/ Allabri

SPI telah diinformasikan da.n
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak 1erkait

Dokumentasi Sosialisai terkait
5P1

Sekrelartat /UMPEG/ Egi P

Pepgaduan Mesyarakat

a

Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimnlementasikan

|

| Saturan Pengaduan

(screenshoet kanal pengaduan
di websitel

'Tim ZI / Sholikul Huda

pengaduan masyarakat
drindaklanjuti

laporan tindak lanjut
pengaduan {menggambarkan
jmlh pengaduan yang masuk,
jmlh pengaduan yang
diproaes, dan jmlh pengaduan
yang selesai ditangani)

Tim ZI / Sholiktul Huda /
Sadam

" |Telah dilakukan monitoring

dan evaluas atas
penanganan pengaduan
masyarakat

laporan tindak lanjul
pengaduan (menggambarkan
jmlh pengaduan yang masuk,
jmlh pengaduan yang
diproses, dan jmih pengaduan
yang aelesai ditangani)

Tim 2§ / Sholikul Huda/
sadam inspektorat meminta
agar dibuatkan rekap
jumlah pengaduan yang
masuk, pengaduan
berproses, yang selesai dan
kendala

Hasil evaluasi atas

penanganan pengaduan
masyarakat telah

ditindaldaniti

Whitst le- Biourd

a

Dokumen daftar pengaduan
vang telah ditindaklanjuti

|Tim 21 / Sadam

Whistle-Blowing System telah
diterankan

penerapan Whistle Blowing

Svstern

|SK Penunjukan Whistel

— _,H.I.un L Bistem (WHS)

| Selaretariat/UMPEG/ Egi P

Telah dilakukan cvaluasi atas Laporan pelaksanaan 1ugas

WIS

Sekretariat/UMPEG/ Egi P

Hasil evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System ielah ditindaklanjuti

Laporan tindak lanjut hasil
WBS

Sekretariat/UMPEG/ Egi P |

Penangapan Bentursan Kepentingan




Dokumen [dentilikesi
Benturan Kepentingan

Tim Z1 / M Sadam

a Telah terdapat
identifikasi/ pemelaan
benturan kepentingan dalam
Dubras funesd uladne

o Penanganan Benturan

Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi

Dokumen Sosialisasi Potensi
Benturan Kepentingan

Tun Z1 / M Sadam

Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan

Laporan Penanganan
Benturan Kepentingan

Tim ZI / M Sadam

Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kenentlnean

Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepeningan telah

dAitindallaninti

Laporan Penanganan
Benturan Kepentingan yang
ditindaklaninti

Tim ZI / M Sadam

Laporan Penanganan
Benturan Kepentingan yang
ditindaklanjuti

Tim ZI / M Sadam

AREA FERUBAHAN 6 : PENINGHATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A, PENINGHKATAN KUALITAS P

ELAYANAN PUBLIK

!

2 'H-tnndu Pelayanan
| a

Terdapat kebijakan standar
nelavanan

SK Standar P!IB.;’;II;.]‘I-. =

Sekretariat/ UMPECG/ Egi P

b Standar pelayanan telah banner / spanduk Maklumsat  Sckretarial/ UMPEG/ Egi P
dimaklumatkan Standar Pelayanan I
| | |
. c Dilakukan reviu dan Dokumen reviu Standar | Sckretariat/ UMPEG/ Egi P | |
perbaikan atas standar Pelayanan |
| nelavanan el — — I
d telah melakukan publikasi Screenshoot Publikasi Sekrelariat/ UMPEG/ Egi P
algs standar pelayanan dan | Dokumen Standar Pelayanan
meklumat pelayanan dan Maklumat Standar
| || Pelavanan -
[ i  Budaya Pelayansn Prima _ -
| a Telah dilakukan berbagal Dokumen Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
| upaya peningkatan Pelatihan /Sosialisas]
kemampuan dan/atau peningkatan kompetensi
kompetensi tentang tentang pencrapan pelayanan
penerapan budaya pelayanan |prima
YT T A e
b Informasi tentang pelayanan |Screcnshoot daftar layanan Tim ZI / Shalikul Huda
mudah dialeses melalui yang ada di layanan digiwal
— i hrrbﬂgm' media e
c Telah terdapat sistem SK entang pemberian Sekretariat/UMPEG/ Egi P
pemberign penghargasn dan |penghargaan dan sanksi bagi
sanksi bagi petugas pemberi | petugas pemberi layanan
oelinvingn e —_—
d Telah terdapat sistem SK Pemberian Kompensasi Sekrelarat/ UMPEG/ Egi P
pemberian kompensasi bagl Penerima Layanan yang
hepada penerima layanan tidak sesuai standar
bila layanan tidak sesuai pelayanan
srandar
e Terdapat sarana layanan Sarana Layanan terpadu Tim ZI / Shotikul Huda
terpadu/terintegrasi {screenshoot jenis layanan di
lavanan digitsl nerawail = S .
| i Terdapat inovasi pelayanan |Daltar Inovasi Layanan yang |Tim Z1 / Umum
clilsgou b e
4. Pengelol Pengaduan = b -

a

Terdapat media pengaduan
dan konsultasi pelayanan
yang terintegrasi dengan
SP4N-Lapor

Screcnshoot Login apk SPAN-
Lapor

Sekretarial/ UMPEG/ Egi P




pengaduan dan konsuliazi
pelsvanan

b [Terdapat unit yang mengelola | SK Tim/Petugas SP4N-Lapor

Sekretariat; UMPEG/ Egi P

Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan
ketuhan/masukan dan

knnaltasi

Laporan Evaluasi Penanganan
Keluhan/Pengaduan

Sekrelariat/UMPEG/ Egi P

iv. |Penllaian Hepuasan terhadap Pelaynnan

a

Telah dilakukan survey
kepuasan masyarakart
terhadan pelavanan

Laporan SKM

Sekretariat/ UMPEG/ Egi P

Sekretarial /UMPEG/ Egi P

b Hasil survei kepuasan Screensheot bukti upload
masyarakat dapat diakses Laporan SKM di website v
| secara terbuka
, [ Dilakukan tindak lanjut atas |daftar tindak lanjut Sekretariat/ UMPEG/ Egi P
hasil survei kepuasan rekomendasi dalam laporan
masvarakAt SKEM,
v, Pemnnfantan Te k_no_lo(j. Informmsl

a

Telah menerapkan leknologi
informasi dalam memberikan
pelayanan

Screenshoot aplikaai-aplikasi
yang dipergunakan dalam
memberikan pelayanan

Tim Z1 / Sholikul Huda

Telah membangun database
pelayanan yang tenntegrasi

Database pelayanan yang
terintegrasi

Tim ZI / Sholikul Huda

Telah dilakukan perbaikan
stCara 1€RLS menerus

laparan perbaikan terhadap
system pclayanan terintegrasi

MANAJEMEN PERUBAHAN

i, Komitmen dalam perublhan" =

a

Agen perubahan 1elah
membual perubahan yang
konkret di Instansi {dalam 1
rahunt

Laperan Jumlah Perubahan
yvang telah dilakukan Agen
Perubahan

Agen Perubaban / Ine S, S Huda,
Andri TM, & Bima H

- Jumkah Agen Perubahan

- Jumlah Perubahan yang

dibuar

Perubahan yan‘g_dibuat Agen
Perubahan telah rerintegrasi
dalam sistern manafemen

Jumlah Perubahan yang telah
diintegraailean dengan Sistem
Mang)emen

Agen Perubshan / Ine 5, S Huda,
Andrl TM, & Bima

- Jumlah Perubahan yang
dibyal

- Jumiah Perubahan yang
telah diintegrasikan dalam
sislem manaiemen

. HKomitmen
Plmplnan

HKomitmen Pimpinan

Pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan
reformasi birokmasi, dengan
adanya target capalan
reformasi yang jetas di
dokumen perencanaan

Dokumen Perencanaan

Selretanat / Perencanaan / Alabn

1. | Membangun
Budayn Kerja

Membangun Budaya Kerja

Instansi membangun budaya
kerja positil dan menerapkan
nilai-nilaj organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-
hari

Dokumen sosialisasl Budaya
Kerja

Tim ZI / Penghargaan / Diah San

PENATAAN TATALAKSANA

i [Peta Proses Blanls Mempengerubi Penyederhanesan Jabatan




Telah disusun peta proses
hisnis dengan adanya
penyederhanaan jabalan

Pela Proses Bisnis

Analis SDM)

Tim 21/ Ely M, Aryants & Tim (IF

. Sistem Pemerintaban Berbusis Elektronik [SPBE| yang Terintegrasl

A

Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksansan
pelayanan publlk yang lebih

cenal dan ~fisien

Screenshoot Implementasi
SPBE yang telah terintegrasi
mendorong peleksanaan
pelayanan publik

Tim Z1 / Sholikul Huda

Tim Z1 / Sholikul Huda

s Implementasi SPBE elah Screenshoot lmplementasi Tim 21 / Shodikul Huda
terintegrasi den mampu SPBE yang telah terintegrasi
mendorong pelaksanaan mendorong pelaksanaan
pelayanan internal organisast | pelayanan internal
yang lebih cepat dan efisien |
iil. _|Trmnaformasi Digitel Memberikan Nilaj Mapfant i.l

B

Transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama
1elah mampu memberikan
nilal manfaal bagi unit kerja
secara optimal

SK jabatan dalam bentuk TTE

Transformasi digital pada
bidang administrasi
pemerintahan telah mampu
memberikan nilal manfast
bagi unit kerja secara optimal

(Tirm Z1 / Shobkul Huda

Transformasi digilal pada

| bidang pelayanan publik
telah mampu memberikan
nilal manfaal bagi uni: kerja

L ffalitrgl

Screenshoot Bukti Layanan
Digital

Tien 20 / Sholikul Huda

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

i Hinerjn Iﬂdhldx:

Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil outcome)
sesuai pada levelnya

Dokumen PR

Sekretariat f Perencanaan / Altabr

L. A 3 P-q.-'l.l

Hasil assement tclah
dijadikan pertimbangan
untuk mutasi dan
pengembangan karir pegawel

Dokumen Hasil Assesmen
Pegawai

Tim II / Wahyud &

[TtH Pelanggaran Disiplin Pegawal

Penurunan pelanggaran
disiplin pegawai

Laporan Pelanggaran Disiplin
yang menunjukkan jumlah
pelanggaran disiplin tahun
lalu, jurmnlah pelanggaran
disiplin tahun terakhir dan
jumlah pelanggaran disiplin
yang telah diberikan sanksi

Tim 21 / M Sadam

- Jumlah pelanggaran tahun
sehelumnva

Jumtiah pelanggaran tahun
Ll

- Jumlan pelanggaran yang
telah diberikan
sankai/huluman

|
PENGUATAN AKUNTABILITAS

[ |Menlngkatnya capalan kinerja unit kerja




Persentase Sasaran dengan
capaign 100% atau lebih

Dokumen LKjIP

Sekretanat / Perencanaan / Altabn

-.Jumlah Sasaran Kinera

- Jumlah Sasaran Kinerja
vang tercapai 100% atau
labih

1. Pemberlan Reward and Punishment

Hesi] Capaian /Monltoring
Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and
punishment bagi organisasi

Bukti pemberian reward atas
capaian largel kinerja (Daflar
Pembayaran TPP|

Sekretariat / Keuangan / Melvi

ul. Herangka Logis

Kinerjn

Apakah terdapat
penjenjangan kinerja
((Kerangka Logis Kinerja)
vang mengacu pada kinerja
utama arganisasi dan
dijadikan dalam penentuan
lkinmj'a seluruh pegawai?

Cascading Kinerja

Sekretanat / Perancanaan [ Altabn

PENGUATAN PENGAWASAN |

L Mekanizme Pen,

geadulian

Telah dilakukan mekanisme
pengendalian aktivitas secara
berieniane

Mekanisme Pengendalian
Aktivilas secara berjenjang

sekretariat/UMPEG/ Egi P

il _|Penanganan Pengeduno MesdyaraRat

| Persentase PCNANEARAn
pengaduan masvarakat

Laporan Penanganan

Pengaduan Masyarakat yang
menggambarkan jumlah
|laporan, jumlah laporan yang
diproses, jumlah laporan yang
selesai ditindaklanjuti

Tim ZI / M Sadam

|- Jumlah pengaduan
| masyarakal yang harus

— ——jdiroses
|- Jumlah pengaduan

_ditindaklaniuti
- Jumlah pengaduan

masyarakat yang sedang

i

| masyarakAat yang sclesai
|ditindaklaniuri

. Peoyampaian Laporan Harte Hekaysnn

Pejabat Negara

a Penyampaian Laporun Harts Kekaysan

[LHKPN)

Laporan Rekapitulasi Penyampaian
LHEPN yang memuat jumiah Pegawal
yang wajib LHKPN, jumlah Pegawai vang
cialy LHEPN

Tim Z1 / Sholihul Huda

Persentase penyampaian
LHKEFH

Jumlah vang harus

melanarkan

- Kepala satuan keria

- Pejabalt vang diwajibkan
menvampakan LHKPN

Lainnva

Jumilah yang sudah
melaporkan

b, Penyampaisan Laporan Harta Kelmyaan Non I|Laporan Rekapitulasi Penyampalan

LHIASN yang memuat jurnizh Pegawai
yang wajib LHXASN, jumiah Pegawa
yang sudah LHKASN

Sedretanat/UMPEG/ Egi P




Persentase penyampaian Non
LIRS

Jumlah yang harus
melaporkan [tidak wajib
LHEFNI

- Pejabat administrator
[eselon (I

- Pejabat Penawas (eselon [V)

- Jumlah Fungsional dan
Pelaksana

Jumlah vang sudah
melanorkan

PENINGKATAN KUALITAS PE]

AYANAN PUBLIK

i |Upaye dan/atau [novasi Pelayanan Publik

i

Upaya dan/atau inovasi telah
mendorong perbaikan
pelayanan publik pada:

1. Kesesugsian Persyaratan
2, Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Wakiu
Penyelesaian

4. Kejelasan Binya /Tarif,
Gratis

5. Kualitas Produk
Spesifikasl Jenis Pelayanan
6. Kompetensi
Pelaksana/Web

7. Perliaku Pelaksana/Weh
8, Kualltas Sarana dan
prasarana

9, Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Daftar lnovasi Pelayanan
Publik yang telah dilakukan

[Tim 2 7 shohkul Huda

Upaya dan/atau inovasi pada
perijinan / pelayanan relah
dipermudah:

1. Waktu lebih cepat

2. Pelayanan Publik yang

Laporan Inovasi yang menggambarkan
jumnizh pelayanan yang menjad tugas
dan fungsi, dan jumiah pelayanan yang
telah diparmudah

Tim 21 / Sholikul Huda

terpadu
3. Alur lebih pendek/ singkat
4 Terintegrasi dengan
aplikasi

o - Jumlah
perijinan/pelayanan yang

Lo terdata /terdaftar

- Jumlah

perijinan /pelayanan yang
relah dipermurdah

id. Penanganan Pengaduan Peleyanen dan Konsultasi

Penanganan pengaduan
pelayanan dilakukan melalui
berbagai kenal/media secara
responsive dan bertanggung
jawab

Screenshoot Penﬂ.nganan-
Pengaduan di kanal media
atau website

Tim 21 / Sholkul Huda




